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L PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan dan jasa. Fenomena ekonomi digital kini menjadi
bagian integral dari aktivitas masyarakat, ditandai dengan pertumbuhan signifikan transaksi daring
melalui platform e-commerce, marketplace, aplikasi mobile, dan media sosial (Chen et al., 2025). Di
era ini, konsumen tidak hanya membeli produk secara fisik, tetapi juga mengakses layanan, informasi,
dan produk digital yang semuanya bergantung pada jaringan elektronik. Namun, seiring meningkatnya
transaksi digital, muncul tantangan besar dalam hal perlindungan terhadap hak-hak konsumen, terutama
menyangkut transparansi informasi, keamanan data pribadi, dan penyelesaian sengketa secara adil dan
cepat (Ballaji, 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen digital menjadi sangat krusial
dalam menjamin kepercayaan publik serta memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dari

ekonomi digital (Bayamlioglu, 2022).
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Data terbaru menunjukkan tingginya angka pengaduan konsumen terkait transaksi digital. Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari
11.000 pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital, naik hampir
47% dibandingkan tahun sebelumnya (Kerti, 2023). Jenis aduan yang dominan mencakup penipuan e-
commerce, pelanggaran privasi data, hingga ketidaksesuaian informasi produk. Di sisi lain, potensi
pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat. Penelitiaan (Mei-Teing Chong et al., 2023)
memproyeksikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$146 miliar pada tahun 2025.
Angka ini mencerminkan bahwa pertumbuhan transaksi digital tidak sebanding dengan perlindungan
hukum yang memadai, sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap keberlanjutan ekonomi digital
nasional (Ahi et al., 2023). Negara-negara seperti Uni Eropa telah mengantisipasi hal ini melalui
perangkat hukum seperti General Data Protection Regulation (GDPR), sementara Indonesia masih
dalam tahap implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang
belum sepenuhnya berlaku efektif (Miller et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum konsumen di era digital.
(Mardhatillah & Musthafa, 2024) menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum dan kurangnya literasi
hukum konsumen menjadi faktor penghambat efektivitas perlindungan konsumen digital. Penelitian
(Fedosov et al, 2025) menunjukkan bahwa peraturan hukum yang tidak adaptif terhadap perkembangan
teknologi menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Sementara itu, studi internasional oleh (Thota
Chandrasekhar Yadav et al., 2024) menyimpulkan bahwa kejelasan dan ketegasan regulasi perlindungan
data berdampak langsung terhadap loyalitas dan partisipasi konsumen dalam transaksi online. Walaupun
literatur menunjukkan adanya hubungan antara aspek hukum dan kepercayaan konsumen, sebagian
besar masih membahas isu-isu ini secara parsial dan normatif, tanpa pendekatan yang komprehensif dan

berbasis data empiris (Mansur Khamitov et al., 2024).

Dari tinjauan literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya,
khususnya terkait belum adanya studi yang secara kuantitatif dan sistematis mengukur efektivitas
hukum perlindungan konsumen digital terhadap kepercayaan konsumen dan dampaknya terhadap
pertumbuhan transaksi ekonomi online di Indonesia. Sebagian besar studi berfokus pada aspek normatif-
regulatif, namun belum menganalisis secara mendalam keterkaitan antara peraturan hukum,
implementasi, dan dampaknya terhadap perilaku konsumen (Brenncke, 2024). Kurangnya penelitian
berbasis data primer mengenai persepsi konsumen terhadap perlindungan hukum dalam transaksi digital
juga menjadi celah penting yang perlu diisi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu
mengevaluasi efektivitas hukum tidak hanya dari sisi teks regulasi, tetapi juga dari perspektif
pengalaman konsumen dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi digital secara langsung

(Durovic & Poon, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen digital di

Indonesia dalam mendorong kepercayaan konsumen dan pertumbuhan transaksi ekonomi online. Secara
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khusus, penelitian ini akan mengukur sejauh mana regulasi yang ada baik dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah, maupun kebijakan sektoral dapat menciptakan rasa aman, transparansi, dan
keadilan bagi konsumen, serta bagaimana kepercayaan tersebut berkontribusi pada peningkatan volume
dan intensitas transaksi digital (Laksito et al., 2024). Regulasi yang efektif perlu mempertimbangkan
dinamika perilaku konsumen di ranah digital yang terus berkembang. Selain itu, faktor literasi digital
dan akses terhadap informasi juga memengaruhi sejauh mana konsumen merasa dilindungi oleh regulasi

yang berlaku.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan perspektif hukum
dengan pendekatan perilaku konsumen digital melalui metode kuantitatif. Kebaruan dari penelitian ini
tercermin dalam penyajian model analisis empiris untuk menilai efektivitas hukum perlindungan
konsumen secara holistik, yang belum banyak diangkat dalam studi-studi terdahulu di Indonesia (Anja
Rosner et al., 2020). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti keterhubungan antara regulasi hukum dan
faktor psikologis konsumen, seperti persepsi risiko, kepercayaan, dan keputusan bertransaksi secara
daring (Aridor et al., 2023). Hal ini menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana desain hukum
dan kebijakan dapat dikembangkan berdasarkan hasil temuan ilmiah dan kebutuhan konsumen yang riil

di lapangan (Koulu, 2024).

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan data primer berbasis survei, tetapi juga
pada perbandingan langsung dengan temuan internasional. Jika di Uni Eropa misalnya, efektivitas
GDPR terbukti memperkuat loyalitas konsumen (Fox et al., 2022), maka konteks Indonesia menghadapi
tantangan berbeda berupa lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan literasi digital. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperlihatkan bagaimana regulasi
yang sama-sama bertujuan melindungi konsumen digital dapat menghasilkan dampak berbeda
tergantung pada kondisi institusional dan sosial di masing-masing negara. Perbedaan konteks ini
menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam agar dapat memahami dinamika perlindungan data di

negara berkembang.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis,
hasil penelitian ini memperluas wawasan tentang hubungan antara efektivitas hukum dan perilaku
konsumen dalam konteks ekonomi digital (Wulf & Seizov, 2023). Penelitian ini juga dapat memperkaya
literatur di bidang hukum siber, perlindungan konsumen, dan ekonomi digital di Indonesia. Secara
praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi
yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika digital. Bagi pelaku usaha digital, penelitian ini
memberikan wawasan tentang pentingnya membangun kepercayaan konsumen melalui kepatuhan
hukum. Sementara itu, bagi konsumen dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini dapat
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak-hak digital dan mekanisme perlindungannya (Calzada,
2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem transaksi

digital yang aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
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II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan verifikatif, yang bertujuan untuk
mengukur dan menjelaskan hubungan antara efektivitas hukum perlindungan konsumen digital, tingkat
kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan transaksi ekonomi online di Indonesia. Pendekatan kuantitatif
dipilih karena sesuai untuk menguji hipotesis dan menganalisis keterkaitan antarvariabel secara
sistematis berdasarkan data numerik. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan kondisi
objektif dari persepsi dan pengalaman konsumen digital. Sekaligus bersifat verifikatif, karena menguji
pengaruh efektivitas regulasi terhadap kepercayaan dan perilaku konsumen menggunakan teknik
statistik. Dengan desain ini, penelitian berupaya menyajikan hasil yang objektif, terukur, dan dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik dan pengembangan regulasi di sektor

digital.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen digital di Indonesia, yaitu individu yang
melakukan transaksi daring melalui platform e-commerce, aplikasi mobile, atau media sosial. Karena
cakupan populasi sangat luas, penelitian ini tidak dapat menjangkau seluruh populasi, sehingga
digunakan metode pengambilan sampel. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan
penelitian. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: berusia minimal 17 tahun,
pernah melakukan minimal tiga kali transaksi digital dalam 12 bulan terakhir, dan memiliki pemahaman
dasar atau pernah mendengar mengenai hak-hak konsumen digital atau isu perlindungan konsumen
online. Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 400 orang. Jumlah ini ditentukan
berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) 5% dan tingkat kepercayaan 95%.
Jumlah tersebut dianggap memadai untuk mewakili persepsi konsumen digital di Indonesia, serta

memberikan kekuatan statistik yang cukup untuk analisis regresi.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei daring (online survey), mengingat populasi
sasaran adalah pengguna digital yang akrab dengan teknologi internet. Survei dilakukan melalui
distribusi kuesioner digital menggunakan platform Google Forms yang dibagikan lewat media sosial,
email, serta komunitas-komunitas konsumen digital. Langkah-langkah pengumpulan data adalah
sebagai berikut: menyusun kuesioner berdasarkan indikator variabel penelitian; melakukan uji coba
(pre-test) terhadap 30 responden untuk menguji kejelasan dan konsistensi instrumen; menyempurnakan
kuesioner berdasarkan hasil pre-test; menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi
kriteria; dan melakukan validasi data serta pembersihan (data cleaning), termasuk pemeriksaan

pengisian ganda dan jawaban tidak logis. Proses pengumpulan data dilaksanakan selama empat minggu
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agar memberikan waktu yang cukup untuk memperoleh jumlah responden sesuai target, sekaligus

menghindari bias waktu seperti promosi diskon yang dapat mempengaruhi perilaku belanja.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup berbasis skala Likert (1-5), yang
dikembangkan berdasarkan indikator dari tiga variabel utama, yaitu: efektivitas hukum perlindungan
konsumen digital, kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan transaksi digital. Variabel efektivitas
hukum perlindungan konsumen digital mencakup dimensi kejelasan regulasi, penegakan hukum,
transparansi informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi. Variabel
kepercayaan konsumen terdiri atas persepsi risiko, persepsi keamanan, keandalan platform, dan
transparansi transaksi. Variabel pertumbuhan transaksi digital diukur melalui intensitas frekuensi
transaksi, nilai transaksi, dan niat bertransaksi kembali. Contoh pernyataan dalam kuesioner antara lain:
“Saya merasa aman dalam memberikan data pribadi saat bertransaksi online”, “Saya memahami hak
saya sebagai konsumen digital berdasarkan hukum yang berlaku”, dan “Saya lebih sering bertransaksi
jika merasa perlindungan konsumen digital sudah terjamin”. Sebelum digunakan secara luas, kuesioner
diyji validitasnya menggunakan Corrected Item-Total Correlation, dan diuji reliabilitasnya
menggunakan Cronbach’s Alpha. Hasil reliabilitas seluruh variabel adalah di atas 0,80 yang

menunjukkan bahwa instrumen sangat reliabel untuk digunakan dalam pengukuran.
E. Prosedur Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan dibersihkan, proses analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak SPSS versi 26. Langkah-langkah analisis diawali dengan uji validitas dan reliabilitas untuk
memastikan bahwa item-item dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan
konsisten. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif statistik untuk menggambarkan karakteristik
responden dan distribusi jawaban pada masing-masing variabel penelitian. Untuk memastikan
kelayakan model regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas,
dan heteroskedastisitas. Analisis utama yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk
mengetahui pengaruh variabel independen (efektivitas hukum) terhadap variabel dependen
(kepercayaan dan pertumbuhan transaksi digital). Selain itu, dilakukan pula uji signifikansi (uji t dan uji
F) serta koefisien determinasi (R?) untuk menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antarvariabel.
Model regresi ini memungkinkan interpretasi langsung terhadap pengaruh masing-masing aspek hukum

terhadap kepercayaan konsumen dan keputusan transaksional.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian disusun secara sistematis agar proses dapat direplikasi oleh
peneliti lain. Pertama, dilakukan perumusan variabel dan indikator penelitian berdasarkan tinjauan
literatur yang relevan. Kedua, instrumen kuesioner disusun dan diuji coba untuk memperoleh validitas

dan reliabilitas. Ketiga, kuesioner disebarkan secara daring kepada responden yang sesuai dengan
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kriteria. Keempat, data yang terkumpul dilakukan pembersihan dan validasi. Kelima, data dianalisis
menggunakan metode statistik kuantitatif melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Keenam, hasil analisis

diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan aspek etis dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Seluruh responden
diberikan informed consent sebelum mengisi kuesioner, dengan penjelasan mengenai tujuan, manfaat,
serta jaminan bahwa data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya. Identitas responden dijaga
secara anonim dengan tidak mencantumkan nama atau informasi pribadi lainnya. Data yang diperoleh
hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak ketiga. Tidak
terdapat unsur paksaan dalam pengisian kuesioner. Jika penelitian ini dilakukan melalui institusi formal,
maka persetujuan etik dari komite etik universitas atau lembaga terkait akan diajukan terlebih dahulu

sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan profesional.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini memperoleh data dari 400 responden yang merupakan konsumen digital aktif di Indonesia.
Responden dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling, dengan karakteristik yang mencerminkan
kelompok masyarakat pengguna transaksi digital, khususnya usia produktif dan berpendidikan tinggi.
Data dikumpulkan melalui survei online dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan
gambaran visual yang lebih jelas. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada responden yang

dianggap paling relevan dengan tujuan studi sehingga hasilnya lebih terarah dan kontekstual.

Tabel 1 menyajikan karakteristik responden penelitian, yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan tingkat
pendidikan terakhir. Sebagian besar responden adalah perempuan (53%), berusia antara 17-35 tahun
(83%), dan memiliki pendidikan minimal diploma atau sarjana (71,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa
partisipan dalam penelitian ini berasal dari kelompok usia muda dan berpendidikan, yang relevan
sebagai target utama dalam ekonomi digital. Informasi ini penting untuk menegaskan bahwa hasil
penelitian benar-benar mewakili persepsi pengguna aktif platform digital di Indonesia. Karena
mayoritas responden adalah kelompok usia muda (83% berusia 17-35 tahun) dan berpendidikan tinggi
(71,5% minimal Diploma/Sarjana), hasil penelitian ini terutama merefleksikan persepsi kelompok
digital natives yang memang menjadi motor utama ekonomi digital. Namun, dominasi kelompok ini
membatasi generalisasi ke seluruh populasi konsumen, terutama kelompok usia lanjut atau masyarakat
dengan literasi digital rendah. Selain itu, distribusi responden lebih banyak berasal dari wilayah
perkotaan di Jawa dan Kalimantan, sementara representasi daerah luar Jawa masih terbatas. Oleh karena
itu, temuan penelitian ini harus dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan representasi geografis

dan sosial-demografis.
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Tabel 1. Karakteristik Demografis Responden Penelitian (N = 400) Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan

Pendidikan Terakhir
Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase (%)
Jenis Kelamin Laki-laki 188 47,0
Perempuan 212 53,0
Usia 17-25 tahun 168 42.0
26-35 tahun 164 41,0
36—45 tahun 48 12,0
>45 tahun 20 5,0
Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat 72 18,0
Diploma/S1 286 71,5
S2/S3 42 10,5

Selain Tabel demografis, Gambar 1 menyajikan distribusi responden berdasarkan usia dan intensitas
transaksi digital yang dilakukan setiap bulan. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa kelompok usia 17—
25 tahun memiliki frekuensi transaksi yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Rata-rata
jumlah transaksi bulanan berkisar antara 4 hingga 7 kali per bulan, yang memperkuat fakta bahwa
mayoritas responden adalah digital natives yang sudah terbiasa melakukan pembelian secara online.
Gambar ini juga mempertegas hubungan antara kelompok usia produktif dan kecenderungan tinggi

dalam melakukan aktivitas ekonomi digital.
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Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia dan Intensitas Transaksi Digital Bulanan
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga tujuan utama. Pertama, untuk mengevaluasi persepsi
responden terhadap efektivitas hukum perlindungan konsumen digital; kedua, untuk mengukur tingkat
kepercayaan konsumen terhadap platform digital; dan ketiga, untuk menilai kontribusi kepercayaan
terhadap pertumbuhan transaksi digital. Penyajian hasil ini difokuskan pada tiga tabel inti yang
menggambarkan skor rata-rata persepsi konsumen pada tiap variabel penelitian. Setiap tabel disusun
untuk merefleksikan hubungan antarvariabel secara sistematis agar memudahkan interpretasi oleh

pembaca.

PERKARA - Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 2 Juni 2025



The Effectiveness of Digital Consumer Protection Law...

Tabel 2 memperlihatkan skor rata-rata persepsi terhadap efektivitas hukum perlindungan konsumen
digital. Lima indikator digunakan, yaitu kejelasan regulasi, penegakan hukum, transparansi informasi
produk, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi. Kejelasan regulasi
memperoleh skor tertinggi sebesar 4,11, diikuti oleh perlindungan data pribadi sebesar 4,07 dan
transparansi informasi sebesar 4,03. Dua indikator lainnya, yaitu penegakan hukum (3,82) dan
penyelesaian sengketa (3,76), memiliki skor yang lebih rendah namun masih berada dalam kategori
“cukup tinggi”. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, konsumen menilai regulasi perlindungan
hukum digital cukup efektif, meskipun aspek implementasi seperti penegakan dan penyelesaian

sengketa perlu ditingkatkan.

Tabel 2. Skor Rata-rata Persepsi Konsumen terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Hukum Digital
di Indonesia (Skala Likert 1-5)

Indikator Skor Rata-Rata (1-5) Interpretasi
Kejelasan Regulasi 4,11 Tinggi
Penegakan Hukum 3,82 Cukup Tinggi
Transparansi Informasi Produk 4,03 Tinggi
Mekanisme Penyelesaian Sengketa 3,76 Cukup Tinggi
Perlindungan Data Pribadi 4,07 Tinggi

Tabel 3 menyajikan skor rata-rata dari empat dimensi yang membentuk kepercayaan konsumen terhadap
platform digital, yaitu persepsi risiko, keamanan data, keandalan platform, dan transparansi transaksi.
Dimensi dengan skor tertinggi adalah keandalan platform (4,10), disusul oleh transparansi transaksi
(4,06) dan keamanan data (4,02). Dimensi persepsi risiko memiliki skor terendah (3,70), namun tetap
masuk dalam kategori “cukup tinggi”. Hasil ini mencerminkan bahwa konsumen digital Indonesia
umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap platform digital, meskipun masih terdapat

kekhawatiran yang bersifat residual terhadap potensi risiko.

Tabel 3. Skor Rata-rata Dimensi Kepercayaan Konsumen terhadap Platform Digital (Skala Likert 1-5)

Dimensi Kepercayaan Skor Rata-Rata Interpretasi
Persepsi Risiko Rendah 3,70 Cukup Tinggi
Persepsi Keamanan Data 4,02 Tinggi
Keandalan Platform 4,10 Tinggi
Transparansi Transaksi 4,06 Tinggi

Selanjutnya, Tabel 4 menggambarkan skor rata-rata persepsi responden terkait pertumbuhan transaksi
digital yang diukur melalui tiga indikator: frekuensi transaksi, nilai transaksi bulanan, dan niat
bertransaksi ulang. Niat bertransaksi ulang memperoleh skor tertinggi sebesar 4,13, mengindikasikan
bahwa konsumen yang merasa terlindungi secara hukum cenderung memiliki loyalitas terhadap aktivitas
transaksi digital. Frekuensi dan nilai transaksi masing-masing mendapat skor 3,89 dan 3,77, yang juga
menunjukkan kecenderungan positif dalam perilaku belanja digital. Data ini memberikan bukti kuat
bahwa perlindungan hukum yang efektif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi digital melalui kepercayaan konsumen.
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Tabel 4. Skor Rata-rata Indikator Pertumbuhan Transaksi Digital (Frekuensi, Nilai, Dan Niat
Bertransaksi Ulang) Berdasarkan Persepsi Responden (Skala Likert 1-5)

Indikator Skor Rata-Rata Interpretasi
Frekuensi Transaksi 3,89 Cukup Tinggi
Nilai Transaksi Bulanan 3,77 Cukup Tinggi
Niat Bertransaksi Ulang 4,13 Sangat Tinggi

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh antarvariabel secara kuantitatif, digunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil uji statistik disajikan dalam Tabel 5, yang memperlihatkan pengaruh efektivitas hukum terhadap
kepercayaan konsumen, dan pengaruh kepercayaan terhadap pertumbuhan transaksi digital. Nilai
koefisien B sebesar 0,562 menunjukkan bahwa efektivitas hukum memiliki pengaruh positif yang kuat
terhadap kepercayaan konsumen, yang diperkuat oleh nilai t sebesar 11,642 dan tingkat signifikansi (p)
sebesar 0,000. Hal ini berarti semakin baik efektivitas hukum, maka semakin tinggi pula tingkat
kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital. Sementara itu, kepercayaan konsumen juga terbukti
berpengaruh terhadap pertumbuhan transaksi digital, dengan koefisien B sebesar 0,475 dan nilai t
sebesar 9,087. Nilai R? sebesar 0,583 menandakan bahwa 58,3% variasi pertumbuhan transaksi digital
dapat dijelaskan oleh dua variabel independen tersebut, dan nilai F sebesar 112,341 (p < 0,001)
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan sangat

signifikan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda atas Pengaruh Efektivitas Regulasi terhadap Kepercayaan

Konsumen dan Pertumbuhan Transaksi Digital

Model Koefisien B t Sig. (p) Interpretasi
Efektivitas Hukum — Kepercayaan 0,562 | 11,642 | 0,000** | Signifikan, pengaruh kuat
Kepercayaan — Pertumbuhan 0,475 9,087 | 0,000** | Signifikan, pengaruh moderat

Sumber: Data primer, diolah dengan SPSS 26, 2024.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan inferensial, terdapat beberapa temuan utama yang signifikan.
Pertama, efektivitas hukum perlindungan konsumen digital terbukti secara statistik meningkatkan
kepercayaan konsumen, dengan indikator utama terletak pada kejelasan regulasi dan perlindungan data
pribadi. Kedua, kepercayaan konsumen berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan transaksi
digital, khususnya dalam bentuk intensi untuk melakukan transaksi ulang. Ketiga, persepsi risiko yang
masih relatif tinggi menjadi catatan penting bagi regulator dan pelaku usaha untuk terus memperkuat
mekanisme perlindungan hukum dan keandalan sistem digital. Terakhir, model statistik yang digunakan
menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel dalam penelitian ini bersifat signifikan dan relevan secara
empiris, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah dan dasar dalam
pengambilan kebijakan hukum di era ekonomi digital. Hasil regresi yang menunjukkan hubungan
signifikan antara efektivitas hukum, kepercayaan, dan pertumbuhan transaksi digital juga harus

dipahami dalam konteks faktor eksternal yang belum diukur. Penetrasi teknologi di Indonesia yang
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meningkat pesat, literasi digital yang masih timpang antarwilayah, serta faktor budaya kepercayaan
terhadap platform asing merupakan determinan tambahan yang memengaruhi pola kepercayaan
konsumen. Faktor-faktor ini membuka ruang penelitian lanjutan dengan model analisis yang lebih

komprehensif.
Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum perlindungan konsumen digital di Indonesia
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen, yang selanjutnya berkontribusi
pada pertumbuhan transaksi ekonomi digital. Temuan ini menjawab tujuan utama penelitian, yaitu untuk
menguji sejauh mana regulasi yang ada menciptakan rasa aman, transparansi, dan keadilan bagi
konsumen dalam ekosistem digital. Skor rata-rata tertinggi pada dimensi efektivitas hukum ditemukan
pada indikator kejelasan regulasi (4,11) dan perlindungan data pribadi (4,07), menunjukkan bahwa
konsumen merasa cukup terlindungi secara hukum dalam transaksi daring. Di sisi lain, skor tertinggi
dalam kepercayaan konsumen terdapat pada keandalan platform (4,10) dan transparansi transaksi (4,06),
memperlihatkan bahwa konsumen cenderung mempercayai platform digital yang beroperasi secara
terbuka dan andal. Indikator pertumbuhan transaksi digital dengan skor tertinggi adalah niat bertransaksi
ulang (4,13), yang mengindikasikan bahwa kepercayaan yang terbentuk dari efektivitas hukum dapat
menciptakan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Dengan demikian, perlindungan hukum yang
baik bukan hanya meningkatkan rasa aman, tetapi juga mendorong keterlibatan ekonomi yang lebih

aktif dari konsumen digital (Dinh & Thanh, 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, khususnya studi yang dilakukan oleh
(Celestin, 2025), yang menunjukkan bahwa kejelasan dan ketegasan regulasi perlindungan data serta
konsumen secara langsung meningkatkan partisipasi konsumen dalam transaksi digital. Hal ini juga
diperkuat oleh hasil penelitian (Cao, 2024), yang menekankan pentingnya transparansi hukum dalam
membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Penelitian ini memperkuat temuan-temuan
tersebut dengan pendekatan empiris, menggunakan data primer dari konsumen digital Indonesia.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat normatif dan deskriptif seperti yang dilakukan oleh
(Mohd Aripin et al., 2023), penelitian ini mengisi celah literatur dengan pendekatan kuantitatif dan
sistematis, serta menguji langsung hubungan antarvariabel melalui uji regresi. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur dalam bidang
perlindungan hukum konsumen digital, khususnya di konteks negara berkembang seperti Indonesia

(Kurniawati & Nuvriasari, 2025).

Salah satu hasil yang perlu dicermati secara kritis adalah skor yang relatif lebih rendah pada indikator
penegakan hukum (3,82) dan mekanisme penyelesaian sengketa (3,76). Meskipun konsumen menilai
bahwa regulasi secara umum sudah cukup jelas dan transparan, implementasi regulasi dalam praktik
masih belum sepenuhnya dirasakan efektif. Hal ini tercermin pula dalam penelitian mengenai

e-commerce di Indonesia, yang menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum
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konsisten terhadap pelaku usaha daring (Yulianingsih & Putra, 2024). Ini mengindikasikan bahwa
terdapat kesenjangan antara regulasi yang sudah dirancang dengan baik dan kemampuan institusi atau
platform untuk menerapkannya secara konsisten dan responsif. Skor relatif rendah pada indikator
penegakan hukum (3.82) dan mekanisme penyelesaian sengketa (3,76) konsisten dengan temuan
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencatat lebih dari 11.000 pengaduan konsumen digital
pada 2023, dengan sebagian besar belum terselesaikan secara tuntas (Kerti, 2023). Data ini menunjukkan
adanya gap implementasi yang nyata. Regulasi sudah tersedia, namun kapasitas institusional dan
efektivitas mekanisme perlindungan konsumen masih lemah, baik pada lembaga pengawas maupun
platform digital. Hal ini menegaskan perlunya strategi integratif antara regulasi, penegakan, dan edukasi

konsumen.

Di sisi lain, dimensi persepsi risiko mendapatkan skor yang masih cukup tinggi (3,70), yang
menunjukkan bahwa sebagian konsumen masih menyimpan kekhawatiran terhadap keamanan transaksi
digital, meskipun sistem perlindungan hukum telah tersedia. Kekhawatiran ini dapat muncul dari
pengalaman pribadi, paparan media terhadap kasus penipuan daring, atau minimnya informasi tentang
mekanisme hukum yang tersedia. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas dalam
aspek implementasi hukum, khususnya dalam membangun sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa
yang cepat, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Olivos et al., 2023). Faktor-
faktor sosial dan tingkat literasi digital juga dapat memengaruhi persepsi risiko yang dirasakan oleh

konsumen dalam bertransaksi secara daring.

Dimensi persepsi risiko dengan skor 3,70 menunjukkan bahwa meskipun konsumen cukup percaya pada
platform digital, kekhawatiran terkait penipuan, kebocoran data, dan keterbatasan mekanisme
penyelesaian sengketa masih signifikan. Kekhawatiran ini dipengaruhi pengalaman pribadi atau orang
terdekat, pemberitaan kasus penipuan daring, serta rendahnya literasi konsumen digital. Hal ini sejalan
dengan temuan (Qu et al., 2024), yang menunjukkan bahwa ketakutan terhadap penipuan siber
memengaruhi perilaku kehati-hatian konsumen muda di Asia. Di Indonesia, persepsi risiko yang belum
sepenuhnya tereduksi dapat membatasi partisipasi konsumen, terutama pada kelompok usia lebih tua
dan masyarakat dengan literasi digital rendah. Hasil ini menekankan pentingnya strategi edukasi publik
sistematis melalui kampanye nasional, kurikulum pendidikan, dan kolaborasi dengan platform digital
untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak hukum, mekanisme pengaduan, dan transaksi
aman. Edukasi semacam ini diharapkan menurunkan persepsi risiko sekaligus memperkuat kepercayaan

dalam ekosistem ekonomi digital.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini dapat dipahami menggunakan kerangka Friedman’s Legal
System Model, yang menekankan tiga elemen efektivitas hukum: substansi (aturan tertulis), struktur
(lembaga pelaksana), dan kultur (kepatuhan masyarakat). Skor tinggi pada aspek substansi (kejelasan
regulasi) namun rendah pada aspek struktur (penegakan & sengketa) menegaskan adanya

ketidakseimbangan antar komponen sistem hukum. Selain itu, teori kepatuhan hukum menjelaskan
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bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi bukan hanya oleh ancaman sanksi, tetapi
juga oleh legitimasi institusi dan persepsi keadilan. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun regulasi
ada, konsumen tetap menyimpan keraguan jika mekanisme implementasi tidak dirasakan adil dan

efektif.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang efektivitas hukum dalam konteks digital
dengan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memiliki fungsi normatif, tetapi juga berperan sebagai
instrumen pembentuk perilaku konsumen dan peningkatan kepercayaan publik. Hasil penelitian ini
memperkuat pendekatan interdisipliner antara studi hukum dan perilaku konsumen digital, dan
berkontribusi terhadap pengembangan teori efektivitas regulasi dalam ekonomi digital (Miller et al.,
2024). Secara praktis, penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi pembuat kebijakan,
pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Bagi pemerintah, hasil ini menunjukkan pentingnya
memperkuat penegakan hukum dan menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang lebih responsif
terhadap kebutuhan konsumen. Bagi pelaku usaha digital, kepatuhan terhadap peraturan yang menjamin
perlindungan konsumen dapat menjadi strategi penting untuk membangun loyalitas pelanggan.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar advokasi untuk
meningkatkan literasi hukum digital masyarakat dan memperjuangkan hak-hak konsumen di era digital

(Rishabh Kaushal et al., 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, metode pengumpulan
data melalui survei daring dapat menyebabkan bias dalam pemilihan responden, karena hanya individu
dengan akses internet dan literasi digital yang baik yang dapat berpartisipasi. Kedua, desain penelitian
ini bersifat cross-sectional, sehingga tidak memungkinkan untuk melihat dinamika perubahan persepsi
konsumen terhadap regulasi dalam jangka panjang. Ketiga, distribusi demografis responden yang
cenderung didominasi oleh usia muda dan kelompok berpendidikan tinggi mungkin tidak sepenuhnya
mewakili populasi konsumen digital di seluruh Indonesia (Arief Helmi et al., 2023). Meskipun
demikian, hasil yang diperoleh tetap relevan untuk menggambarkan persepsi kelompok konsumen aktif

yang menjadi target utama ekonomi digital saat ini.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.
Pertama, studi mendatang disarankan menggunakan pendekatan mixed-method, dengan
menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar dapat menggali lebih dalam pengalaman subjektif
konsumen terhadap perlindungan hukum digital. Kedua, penelitian longitudinal sangat dibutuhkan
untuk mengamati perubahan persepsi dan perilaku konsumen seiring implementasi kebijakan baru,
seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang belum sepenuhnya diterapkan
(Meier & Kramer, 2024). Ketiga, cakupan geografis dan sosial ekonomi responden perlu diperluas,
termasuk menjangkau wilayah rural atau kelompok masyarakat yang kurang terpapar teknologi, agar
hasil penelitian lebih inklusif dan representatif. Keempat, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada

efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi, seperti online dispute resolution
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(ODR), yang potensial menjadi solusi penyelesaian sengketa digital secara cepat dan efisien (Isaac,

2024).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum perlindungan konsumen digital di Indonesia
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepercayaan konsumen, yang secara langsung
berdampak pada pertumbuhan transaksi ekonomi digital. Hasil ini menegaskan bahwa kejelasan regulasi
dan perlindungan data pribadi merupakan fondasi utama dalam membangun persepsi hukum yang kuat
di kalangan konsumen. Kepercayaan yang terbentuk dari persepsi tersebut terbukti meningkatkan intensi
konsumen untuk terus bertransaksi, sehingga menciptakan kontribusi nyata terhadap dinamika ekonomi
digital nasional. Aspek transparansi dalam kebijakan platform digital juga turut memperkuat rasa aman

yang dirasakan konsumen dalam melakukan transaksi secara daring.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran hukum sebagai instrumen
pembentuk perilaku dalam konteks ekonomi digital, serta memperkaya literatur yang mengintegrasikan
pendekatan hukum dan perilaku konsumen. Pendekatan kuantitatif dan model empiris yang digunakan
dalam penelitian ini memberikan kontribusi metodologis yang relevan bagi studi-studi hukum berbasis
data di era digital. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pembuat
kebijakan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa
digital yang lebih responsif. Bagi pelaku usaha digital, kepatuhan terhadap regulasi yang melindungi
konsumen dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna. Penelitian
ini juga bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi literasi hukum digital dan

memperjuangkan hak-hak konsumen.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama,
percepatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu dipastikan
dengan membangun kapasitas lembaga pengawas yang independen. Kedua, sistem penyelesaian
sengketa daring (Online Dispute Resolution/ODR) dapat menjadi solusi inovatif yang menjawab
kebutuhan konsumen untuk memperoleh keadilan yang cepat dan biaya rendah. Ketiga, edukasi
konsumen mengenai hak-hak digital harus diperkuat melalui kampanye nasional, kurikulum pendidikan,
dan kolaborasi dengan platform e-commerce. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat
kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya berhasil menjawab tujuan yang telah dirumuskan, tetapi juga
membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan inklusif, terutama terkait dinamika
jangka panjang persepsi hukum digital serta pengembangan teknologi penyelesaian sengketa daring
(ODR). Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam
merancang kerangka hukum yang adaptif, adil, dan berkelanjutan untuk ekonomi digital yang terus

berkembang.
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